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Menimbanc) 

Meng inga t 

B U P A T I R O T E NDAO. 

a. B a h w a dalam menghadapi Otonomi Daerah dengan kewenangan 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah 
Daerah seca ra proporsional yang diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya alam 
yang ada harus d i laksanakan sesua i dengan prinsip demokrasi , 
peran ser ta masyarakat merata dan adil berdasarkan 
kewenangan dibidang pertambangan dan energi; 

b. B ahwa Bahan Gal ian Golongan " C " yang merupakan salah satu 
kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang 
pembangunan daerah dan oleh karena itu perlu diatur dengan 
Peraturan Daerah; 

c. B a h w a untuk tertib dan terselenggaranya usaha pertambangan 
dengan baik n iaka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rote Ndao Tentang Retribusi Izin Usaha 
Per tambangan Bahan Gal ian Golongan " C " . 

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) ; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan 
Lembaran Negara 3839) ; 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
P idana ( (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
Nomor 4 1 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) . 

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) . 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 
P e l a k s a n a a n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Tahun 1969 Nomor 60, . tambahan Lembaran Negara 
2916) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 
Penggolongan Bahan-bahan Gal ian (Lembr.ran Negara Tahun 
1980 Nomor 47 . tambahan Lembaran Negara Momor3174) . 

Hukurn Aca ra 
75, tambahan 
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1997 

tentang 
tentang 
Negara 
Nomor 



8. Peraturan Pemer intah Nomor 75 T a h u n 2001 tentang Perubahan 
peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
P e l a k s a n a a n tJndang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 141 , tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4154) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2001 Nonior 119. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

10. Peraturan Menteri Per tambangan dan Energi Nomor 
03/P/M/Per tamben/81 tentang Pedoman Pember ian Surat Izin 
Por tambangan Daerah untuk B a h a n Gai ian yang bukan Strategis 
dan Bukan Vital ( B a h a n Ga l ian Golongan ",C"). 

1 1 . Keputusan Menteri Kehak iman Nomor M-04PW. 07.03 Tahun 
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawa i Negeri Sipil ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan 
Lembaran Negara Nomor : 4139) ; 

13. Keputusan Mendagri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang 
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 
: ; lentang Pembentukan Organisas i dan T a t a Kerja Perangkat 
! i Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah 
I I I Kab. Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Ser i D. Nomor 001) . 
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D e n g a n pe rse tu j uan 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 
K A B U P A T E N R O T E N D A O 

M E M U T U S K A N : 

M e n e t a p k a n : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T E N T A N G 
R E T R I B U S I 12IN U S A H A P E R T A M B A N G A N B A H A N G A L I A N 
G O L O N G A N " C " 

B A B ! 
K E T E N T U A N UMUM 

P a s a l 1 

Dalam Pera turan Daerah ini yang d imaksud dengan : 
1. Daerah ada lah Kabupaten Rote Ndao. 
2. Pemer intah Daerah ada lah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom y a n g la in 

sebagai B a d a n Eksekut i f Daerah . 
3. Bupati ada lah Bupati Rote Ndao. 
4. Dinas Per tambangan dan Energ i adalah Dinas Per tambangan dan Energi 

Kabupaten Rote Ndao. 
5. Bahan Gal ian Golongan " C " adalah B a h a n Gal ian yang tidak termasuk Bahan 

Gal ian Golongan "A"dan B a h a n Ga l ian Golongan " B " sebaga imana d imaksud dalam 
Undang-undang Nomor 11 T a h u n 1967. 

6. U s a h a Per tambangan B a h a n Gal ian Golongan " C " adalah sega la kegiatan usaha 
pertambangan yang meliputi Eksp lo ras i , Eksploi tasi Pengolahan/Pemurn ian, 
Pengangkutan dan Pen jua lan. 

7. Eksp loras i adalah sega la u s a h a penyelidikan geoiogi/pertambangan untuk 

menetapkan lebih te l i t i /seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. 
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8. Ekploitasi adalah u s a h a pertambangan dengan maksud untuk menghasi lkan bahan * 
galian dan manfaatnya. 

9. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan 
galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada 
bahan galian itu. 

10. Pengangkutan ada lah sega la usaha pemindahan bahan galian dan hasil 
pengolahan/pemurnian bahan galian dari w i layah eksplorasi atau tempat 
pengolahan/pemurnian. 

11 . Penjualan ada lah sega la bentuk u s a h a penjualan bahan galtan dan hasi l 
pengolahan/pemurnian bahan gal ian. 

12. Rek lamas i ada lah set iap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki. mengendal ikan 
pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha 
pertambangan umum. , 

13. Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) adalah sura l izin kuasa 
pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua 
atau sebag ian tahap usaha pertambangan B a h a n Gal ian Golongan " C " . 

14. Retr ibusi ada lah pungutan a tas izin Per tambangan Bahan Gal ian Golongan " C oleh 
Pemer intah Daerah kepada setiap orang atau badan yang telah memiliki Surat Izin 
K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) . 

15. Konse rvas i sumber daya a lam adalah pengelolaan sumber daya a lam yang 
menjamin pemanfaatannya s e c a r a b i jaksana dan bagi sumber daya terbaharui 
menjamin kes inambungan persed iaannya dengan tetap memel ihara dan 
meningkatkan kual i tas nilai dan keanekaragamannya . 

16. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Kurang Baya r untuk dapat disingkat S K R D K B 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi. besarnya 
sanks i administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Kurang Baya r Tambahan untuk dapat disingkat 
S K R D K B T ada lah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
ret r ibus iyang telah di tetapkan. 

• 18. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Lebih B a y a r untuk dapat disingkat S K R D L B 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
ka rena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutanga atau tidak 
seha rusnya terutang. 

19. Surat Tag ihan Retr ibusi Daerah untuk dapat disingkat S T R D adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi atau sanks i administrasi berupa bunga atau denda. 

20. Surat Keputusan Kebera tan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap S K R D 
atau dokumen lain yang d ipersamakan, S K R D K B T dan S K R D L B yang diajukan oleh 
wajib retribusi. 

2 1 . Pemer i ksaan ada lah serangka ian kegiatan untuk mencari . mengumpulkan dan 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewaj iban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan 
perudang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. 

22. Surat Pendaf taran Objek Retribusi Daerah ddpat disingkat S P D O R D adatah surat 
yang digunakan; oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib 
retribusi sebaga i dasa r perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut perundang-undangan retribusi daerah. 

B A B 11 

N A M A O B J E K D A N S U B J E K R E T R I B U S I 

P a s a l 2 

Dengan nama Retr ibusi tzin U s a h a Per tambangan Bahan Gal ian Gc longan " C " 
dipungut Retr ibusi sebagai pembayaran a tas pemberian Izin U s a h a Per tambangan 
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya. 
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^ , P a s a l 3 

1. Objek Retribusi ada lah : 
a. Surat l?.in K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Eksp loras i . 
b. Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Eksploi tasi . 
c. Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P O ) Pengolahan/Pemurn ian. 
d. Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Penjualan. 
e. Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Pengangkutan. 
f. Sura t izin K h u s u s K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K K P D ) . 

2. T a t a Cara /Mekan isme untuk memperoleh surat izin yang dikenakan Rethbusi 
sebaga imana yang disebutkan pada/dalam P a s a l 3 ayat (1) akan diatur dengan 
Surat Keputusan Bupati. 

3. Objek-objek Retr ibusi yang dikenakan adalah Izin atas Jen i s B a h a n Gal iah yang 
termasuk dalam B a h a n Gal ian Golongan " C " adalah sebagai ber ikut ; 

1. Nitrat 11 . Leusit 2 1 . Bentonit 
2. Phospat 12. Oker 22. Batu Apung 
3. G a r a m Batu 13. Dunite 23. T r a s 
4. A s b e s 14. Garned 24. Obsidian 
5. Ta lk 15. Batu Permata 25. Perlit 
6. Mika " 16. Batu Setengah Permatan 26. T a n a h Diatorne 
7. Magnesit 17. Pas i r K u a r s a 27. T a n a h Serap 
8. Grafit 18. Kaolin 28. Marmer 
9. Yaros i t 19, Fe ldspar ; 29. Batu Tul is 
10. T a w a s Alum 20. G ips 30. Batu Kapur 
3 1 . Dalomit 
32. Kalsi t 
33 . Grani t a . B u b u k / P e c a h , Andesit , Balsat , Trakhit, Bahan Bangunan 

b. Blok 
34. Berbagai J e n i s T a n a h : 

a. T a n a h liat tahan api 
b. T a n a h Liat (Ciaybal l ) 
c. T a n a h Liat untuk B a h a n Bangunan (Batu Ba ta , Genteng dan sebagainya) 
d. T a n a h Drug 

35. Pas i r dan Keriki l 
a . Untuk bahan bangunan 
b. Untuk urug 

36. Zeolit 

37. Sepan jang B a h a n Ga l ian ditetapkan sebagai Bahan Gal ian Golongan " C 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

P a s a l 4 

Subjek Retr ibusi ada lah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin U s a h a 

Per tambangan bahan Ga l ian Golongan C dari Bupati. 

B A B 111 
G O L U N G A N R E T R I B U S I 

P a s a l 5 

Retribusi tzin Per tambangan B a h a n Ga l ian Goiongan ' C " digolongkan sebagai Retnbusi 

Pehz inan Tertenlu, 



B A B iV 

C A R A M E N G U K U R T I N G K A T P E N G G U N A A N J A S A 

P a s a l 6 

(1) Tingkat penggunaan j a s a diukur berdasarkan perkal ian antara luas lokasi usaha 
dan banyaknya jen is galian yang dieksploitasi. 

(2) L u a s lokasi u s a h a dan jen is gal ian sebaga imana dirnaksud pada ayat (1) yaitu luas 
tempat usaha per tambangan dan jenis galian yang dikenakan Retribusi. 

; ' ' B A B V ' 
P R I N S I P D A N S A S A R A N D A L A M P E N E T A P A N 

S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F 

P a s a l ? 

(1) Prinsip dan s a s a r a n dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
d idasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

(2) B iaya sebaga imana d imaksud pada ayat (1) meliputi : biaya penelitian. 
pengecekan dan pengukuran luas lokasi usaha pertambangan, jumlah dan jenis 
galian, pemer iksaan dan biaya transporlasi dalam rangka pengawasan dan 
pengendal ian. 

B A B VI 
S I R U K T U R DA N B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I 

P a s a l 8 

(1) Tari f S I K P D pengambi lan digolongkan berdasarkan luas lokasi u s i h a 
pertambangan dan lumlah serta jems.gal ian. 

(2) B e s a r n y a lanf sebaga imana dimaksud pada ayat (1) ditetapKan 
sebagai ber ikut : 
a) Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Eksp loras i terdiri d a r i : 

1. L u a s 1-3 Hektar Rp. 500.000 
2. L u a s 3-5 Hektar Rp. 1.000.000 
3. L u a s 5-7 Hektar Rp, 1.500.000 
4. L u a s 7-10 Hektar Rp. 2.000.000 
5 L u a s 10-15 Hektar Rp 3.000.000 
6 L u a s 15-20 Heklar Rp. 4.000.000 
7. L u a s 20 Hektar Rp. 5.000.000 

b) Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah ( S I K P D ) Eksploi tasi terdiri da r i : 

1. L u a s 1-3 Hektar Rp. 1.000.000 
2. L u a s 3-5 Hektar ; Rp . 1.500.000 
3. L u a s 5-7 Hektar Rp. 2.000.000 
4. L u a s 7-10 Hektar Rp , 3,000.000 
5. L u a s 10-15 Hektar : Rp. 4.000.000 
6. L u a s 15-20 Hektar Rp . 5.000.000 
7. L u a s 20 Hektar ke atas Rp. 7.000.000 



c) Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah { S I K P D ) pengolahan/pemurnian 
cii letapkan Rp . 1.000.000,-

d) Surat Izin K u a s a Per tambangan Daerah { S I K P D ) penjualan ditetapkan Rp. 
1,000.000.- • 

e) Sura t Izin K u a s a Per tambangan Dacrah ( S I K P D ) pengangkutan ditetapkan Rp. 
1.000.000.-

B A B V I I 

C A R A P t K H l T U N G A N R E T R I B U S I 

P a s a l 9 

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengal ikan tarif sebaga imana dimaksud 
dalam pasa l ayat (2) dengan tingkat penggunaan j a s a sebags imana dimaksud dalam 
pasal 6 ayat ( 1 ) . . 

B A B VIII 
W I L A Y A H PEIVAUNGUTAN 

P a s a l 10 

Retribusi yang terutang dipuiigul di dae'"ah ten'ipal \z\^^ usaha diberikan. 

B A B IX 

M A S A R E I R I B U S I DAN S A A T R E T R I B U S I T E R U T A N G 

P a s a l 11 

Masa Retr ibusi ada lah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

P a s a l 12 

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya S K R D atau dokumen lain yang 
d ipersamakan. 

B A B X 
. S U R A T P E N D A F T A R A N 

P a s a l 13 

(1) Set iap Waj ib Retribi isi wajib mengisi S P D O R D . 
(2) S P D O R O sGhacu'iini.sn.-i d imaksud pada aval \ hyruG diisi denq^ ' i tienar d . i ' 

lengkap ^e.rta cfitanda tangj-ini oleti wyjiti letnbusi nlau Kut ' iSdnyi i 
(3) B o i ' - U K r-.':f!ri [.̂ i*.; • .-.rri ;)(v^f)isi;in dan pf-nv,-|]-!.;..n.-if . ' U ' , ' V l f ? ' ' ) • " : " ay. ''\

Bupnli 



B A B XI 
P E N E T A P A N R E T F ^ l B U S i 

Pnsf i l 1̂ 1 
« 

(1) Berdasarkan S P D O P O sehaqa imana dimaksud dalam pasal 13 ayat f1) Retribusi 
terutang ditetapkan dengan menerbitkan S K R D atau dokumen Ininnya yang 
d ipersamakan. 

(2) Bentuk. ir.i dan tiu;-! •\]\,\n S K R D aifUi dokLimen l.-unnya ditntapkan oleh 

Rupali 

B A B XII 
T A T A C A R A P E M U N G U T A N 

P a s a l 15 

(1) Pemungutan Retribusi lidnk dapat diborongkan. 
(2) Retnbusi dipungut dengan mengggunakan S K K U a lau dokumen lam /ang 

d ipersan iakan dan S K R O K B T 

• ] B A B XIII 
' S A N K S I A D M i N I S T R A S I 

i-'nsni 16 

Dalam hal waj ib retnbusi lidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membaya i . 
dikei' iakan sanks i administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi 
yang terutang atau kurang dtbayar dan ditagih dengan menggunakan S T R D . 

B A B XIV 
T A T A C A R A P E M B A Y A R A N 

P a s a l 17 

(1) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekal igus dimuka untuk 1 (satu) kali m a s a 

retnbusi. 
(2) Retr ibusi yang terutang selambat- lambatnya 15 (lima belas) hah sejak 

diterbitkannya S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan dan S K R D K B T . 

(3) Ta ta ca ra pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan 

keputusan Bupati . 

B A B XV 
T A T A C A R A P E N A G I H A N 

P a s a ! 18 

(1) Retnbusi terutang berdasarkan S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan, 
S K R D K B T , S T R D dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus dibayar bertamtaah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib 
retritausi dapat ditagih melalui Surat P a k s a . 



Penagihan Retr ibusi dilal<sanakan berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku. 

B A B XV I 
K E B E R A T A N 

P a s a l 19 

I Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk a tas S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan, S K R D K B T , dan 
S K R D L B . 

) Keberatan d ia jukan s e c a r a tertulis dalam bahasa Indohesia dengan disertai 
a lasan -a lasan yang je las . 

) Dalam hal waj ib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib 
retribusi harus dapat membukt ikan ket idakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
tanggal S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan tertentu dapat menunjukan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekusaannya . 

•) Kebera tan yang tidak memenuhi persyaratan sebaga imana dimaksud pada ayat 
(2) dan (3) pasa l ini l idak dianggap sebagai surat keberatan. sehingga tidak 

dipert imbangkan. 
3) Penin jauan keberatan tidak menunda kewaj iban membayar retribusi dan 

pe laksanaan penagihan retribusi. 

P a s a l 20 

1) Bupati dalam jangka wak tu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
• keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
, 2) Keputusan Bupati a tas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya a lau 

sebag ian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 
3) Apabi la jangka waktu sebaga imana dimaksud pada ayat (1) pasa l ini telah lewat 

dan Bupati tidak member ikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebul 
dianggap dikabulkan 

B A B XVI I 

P h N G t f V i B A L l A N K E L E B i H A N P E M B A Y A R A N 

P a s a l 21 

' (1) Atas kelebihan pembayaran • rethbusi, wajib retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembal ian kepada Bupati, 

(2) Bupati dalan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat 
(1) harus member ikan keputusan, 

(3) Apabi la jangka waktu sebaga imana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Bupati tidak membehkan keputusan. permohonan pengembal ian retnbusi 

, • dianggap dikabulkan dan S K R D L B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabi la wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
retribusi sebaga imana d imaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang rethbusi tersebut. 

(5) Pengembal ian kelebihan pembayara i i rethbusi sebaga imana dimaksud pada ayat 
(1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

* S K R D L B . 
(6) Apabi la pengembal ian pembayaran retnbusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 

2 (dua) tiulan, Bupati member ikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen). 

S 



P a s a ! 22 

Permohonan pengembal ian Kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a) Nama dan alamat wajib retribusi: 
b) M a s a retribusi, 
c) B e s a r n y a kelebihan retribusi; 
d) A lasan yang singkat dan je las, 
Permohonan pengembal ian kelebihan pembayart in rcthbus;i d isampaikan secnra 
langsung atau melalui pos tercatat. 
Bukti penehrnaan oleh pejabat daerah atau bukti pener imaan pos tercatat 
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Rtipati* 

P a s a l 23 

Pengembal ian kelebihan retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Pehntah 
Membayar Ke leb ihan Retr ibusi, 
Apabi la kelebihan pembayaran rethbusi diperhitungkan dengan utang rethbusi 
la innya sebaga imana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran 'd i lakukan 
dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebaciai bukti 
pembayaran . 

B A B XVIt l 
P E N G U R A N G A N K E R l N G A N A N 
DAN P E M B E B A S A N R E T R I B U S I 

P a s a l 24 

Bupati dapat membeMkan pengurangan. kcrir^,gan;ir dan rcmhcbiJsar !'.-:t;;hu:-̂ ' 
Pembenan pengurangan atau ker inganan retribusi sebaga imana dimaksud pada 
ayat (1) pasal im dengan rnen-iperhatikan kemarrfpuan wajib retnbusi an lara iain 
dapat member ikan kepada pengusaha kecil untuk mengansur. 
P e m b e b a s a n retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat ( l i pasa ! i-'i a'-.tatii - i ! ; : 
diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana a lam, kerusuhan 
Tata cara pengurangan, kennganan dan pembebasan retnbusi ditetapkan oleh Bupati. 

B A B X IX 
K A D A L U A R S A 

P a s a l 25 

Hal untuk melakukan penagihan-penagihan kadatuarsa setelah melampaui jangka 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya penagihan. kecuaii apabila 
wajib retnbusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi 
Kedaluarsa penagihan-penagihan sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) pasai mi 
tertanggu apabita : 
a) Diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; 
b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib pajak bsik langsung maupun iidak langsung. 
Piutang rethbusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah keda luwarsa dapat d ihapuskan. 



B A B X X 
K E T E N T U A N P I D A N A 

P a s a i 26 

(1) Wajib retribusi yang tidak me laksanakan kewaj iban sehingga merugikan keuangan 
daerah d iancam pidana kurungan paling lam.a 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kaii jumlah retribusi yang terutahg. 

(2) T indak pidana yang d imaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 

B A B X X I 
P E N Y I D I K A N 

P a s a l 27 

(1) Pejabat Pegawa i Negeri Sipil tertentu di l ingkungan Pemerintah Daerah dibeh 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang rethbusi daerah sebaga imana dimaksud dalam undang-undang Hukum 
A c a r a P idana . 

(2) W e w e n a n g penyidik sebagaim.ana d imaksud pada ayat (1) pasa l ini adalah : 

a . Mener ima, mencar i , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang rethbusi daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan je las . 

b. Meneliti, mencah dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan 
tindak pidana retribusi daerah. 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retnbusi daerah. 

d. Memer iksa buku-bLiku, catatan-catatan dan dpkumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

e. Melalukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyi iaan lerhadao 
bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan teoaga ?ihli dalam rnngka pe laksanaan tur.a'-; per-iytMikai! 
tindak pidana dibidang retribusi daerah, 

g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat par. 
saat pemer iksaan sedang bohangsung dan memer iksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebaga imana dimaksud huruf (e) . 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. 
i. Memanggi l orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

te rsangka atau sanks i . 
j . Menghent ikan penyedikan. 
k. Melakukan tindak pidana lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat 
d ipertanggungjawabkan 

(3) Penyidik sebaga imana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mernberitahukan 
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasi l penyidikannya kepada penuntut 
umLim. s e s u a i ke lentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Aca ra Pidana. 

J B A B XX l l 
( ( K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

' '• P a s a l 28 

S I K P D yang dimiliki oleh Badan U s a h a Milik Daerah. Koperasi , Badan Usaha Milik 
Negara, B a d a n Hukurn S w a s t a . Badan-badan lain dan Perorangan yang memperoleh 
hak berdasarkan peraturan yang ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. 
dinyatakan tetap berlaku sampai m a s a berlaku izinnya habis. 

10 



B A B XX I l l 
K E I E N T U A N P E N U T U P 

P a s a t 29 

Ha!-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pe laksanaanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

P a s a i 30 

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. 
Agar set iap orang mengetahuinya, memehntahkan Pengucidangan Peraturan Daerah 
dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Ditetapkan di B a a 
P a d a tanggal 11 Pebmar i 2004 

Diundang di B a a 
P a d a Tangga l 11 Pebruar i 2004 

P L T . , S E K R ^ A R I S D A E R A H 

K ^ U P A T E ^ O T E N D A O 

\s D.-VVelkis 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO TAHUW 2004 NOMGR 016 S E R I C 
mWiOR 004 



P E N J E L A S A N A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O 

N O M O R 1 6 T A H U N 2 0 0 4 

T E N T A N G 

R E T R I B U S I I Z I N U S A H A P E R T A M B A N G A N B A H A N G A L I A N G O L O N G A N ^'C 

I. U M U M 

Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagai sa lah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 
daerah yang berasa l dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dan 
Rethbusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandihan Daerah dalam hal 
pembiayaan penyelenggraan pemerintahahn di Daerah dapat teo/zujud. 
Untuk meningkatkan pe laksanaan pembangunan dan pembehan pelayanan 
kepada masyaraka t serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah. 
diperlukan sumber-sumber asli pendapatan daerah yang hasi lnya memadai. 
Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan 
dengan penigkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis 
retribusi, serta pemberian ke luasan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber 
pener imaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah melalui Undang-undang 
Nomor 18 T a h u n 1997 tentang Pa jak Daerah dan Rethbusi Daerah sebaga imana 
telah dii ibah dengan Undang-undang Nomor 34 Taht in 2000, 
Dengai i ber lakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Peraturan 
Pemehntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Rethbusi Daerah sebaga imana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 sudah tidak sesua i 
lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai peraturan 
pe laksanaan dari Undang-undang tersebut, Oleh karena itu Peraturan Pemehntah 
ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Rethbusi 
Daerah sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Pemehntah Nomor 45 Tahun 
1998. 

I I . P A S A L D E M ! P A S A L 

P a s a l 1 sampa i pasa l 30 cukup je las . 
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